Menimbang

Mengingat

PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR ¢Jd TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun
2021;

1.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaaan Masyarakat di Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021;

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera
Barat Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menegah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126);
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Menetapkan

16. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 41
Tahun 2020 tenatang Rencana Kerja Pemerintah Propinsi
Sumatera Barat Tahun 2021;

17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota
Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang
Tahun 2004 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2004-2024 (Lembaran
Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87);

20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Padang Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1
(satu) tahun.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib dipedomani

dan digunakan untuk :

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah;

b. pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang serta Rancangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Daerah;

Pasal 3

(1) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan
atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi
uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
masing-masing program.
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(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Padang Cq.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling
lambat pada tanggal sepuluh di bulan berikutnya.

(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
masukan dan bahan pertimbangan, analisa dan evaluasi
anggaran perangkat daerah tersebut untuk tahun 2021.

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang
memverifikasi kesesuaian antara RKPD Tahun 2021 dengan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Rencana
Kerja Perangkat daerah selaras dengan Peraturan Kepala
Daerah tentang RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BABI : Pendahuluan
BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BABIII : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah
BAB IV : Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah
BAB V : Rencana Program Dan Pendanaan Daerah
BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
BAB YV : Penutup

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada al 3 Juli 2020

WALI KQTA PADANG,

LDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 3)Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH K PADANG,

A DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 62
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